BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa sudut pandang pada kajian kerjasama antar daerah, Dari
penelusuran yang peneliti lakukan ditemukan bahwa kajian kerjasama antar daerah
didominasi oleh penelitian tentang pertumbuhan ekonomi regional termasuk di
dalamnya ketimpangan regional, income percapita  dan sedikit lagi tentang
pemaknaan istilah regionalism. kebanyakan tulisan regionaliasi yang ada lebih
memfokuskan pada analisa proses pembentukan region dan manajemen kerjasama
regional daripada pertumbuhan dari ketimpangan regional. Sementara kajian
kerjasama yang telah ada berifat lebih makro pada berbagai jenis kerjasama. Berikut

ringkasan fokus kajian regional terdahulu :

1. Wahyudi: (2010) Judul: Kajian Kerja Sama Daerah Dalam Pengelolaan Dan
Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng,
a.Rumusan Masalah:
1) Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi dalam kerja sama
daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi
Dieng ?
2) Bagaimana format kelembagaan dalam kerja sama daerah pengelolaan dan
pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Diengn ?
b. Landasan teori: teori kerjasama,
c. Metode: kualitatif, tidak ada hipotesis

d. Hasil Penelitian:



1) Kedua kabupaten telah mengerti penting dan manfaatnya kerja sama
daerah dan perlunya kerja sama daerah pada kawasan yang mempunyai
kepentingan sama yang terletak di perbatasan administratif.

Pengembangan pariwisata dengan pendekatan borderless tourism.

2) Dukungan Kab. Banjarnegara cukup pada tataran kebijakan dan kurang
pada penganggaran dan pemahaman perlunya kelembagaan dalam kerja
sama daerah sedangkan dukungan Kabupaten Wonosobo kurang pada
tataran kebijakan, penganggaran, dan pemahaman perlunya kelembagaan
dalam kerja sama daerah.

3) Hambatan kerja sama daerah menurut Kabupaten Banjarnegara adalah ego
daerah, perbedaan kepentingan, dan belum adanya identifikasi kebutuhan
sektor yang dikerja samakan sedangkan hambatan kerja sama daerah yang
dirasakan Kabupaten Wonosobo adalah ego daerah, potensi wisata dan
kewenangan pengelolaan, alokasi dana, dan perbedaan kepentingan.

4) Rumusan format kelembagaan yang sesuai pada kawasan Dataran Tinggi
Dieng nantinya adalah Badan Kerja sama Antar Daerah (BKAD) sebagai
badan koordinasi untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan
pelayanan publik kawasan pada sektor ruang, pariwisata, dan infrastruktur
dan kelembagaan pada sektor pariwisata adalah dengan membentuk
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama untuk mengelola dan
mengembangkan kawasan sesuai dengan perencanaan terpadu yang

dilakukan oleh badan koordinasi.

2. Primasto Ardi Martono (2008) Judul: Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi

Dan Antar Daerah Di Wilayah Kedungsepur,
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a. Rumusan masalah: Bagaimana  keterkaitan antar sektor ekonomi dan
keterkaitan antar daerah mampu  mendorong tumbuhnya kerjasama
regional diwilayah kedungsepur ?

b. Kajian teori menggunakan pendekatan teori ekonomi dan pembangunan
ekonomi,

c. Metoda penelitian kualitatif, tidak menggunakan hipotesis penelitian .

d. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut;

1) Wilayah Kedungsepur memiliki potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan dalam rangka mendukung perekonomian Jawa Tengah,
hal ini merupakan modal dasar bagi setiap Kabupaten/Kota di Wilayah
Kedungsepur untuk bersinergi melakukan kerjasama yang saling
menguntungkan membentuk satu kekuatan ekonomi dan sumber daya
yang lebih luas

2) Kajian tentang potensi ekonomi kewilayahan yaitu dengan melihat
bagaimana keterkaitan antar sektor ekonomi serta mengetahui
keterkaitan antar daerah didalam Wilayah Kedungsepur dapat
mewujudkan suatu kerjasama antar daerah yang lebih sistematis

Potensi sumber daya yang sangat menonjol yang dimiliki oleh wilayah

Kedungsepur didukung oleh tiga hal yaitu:

1) Posisi kawasan yang sangat strategis yang didukung oleh Kota Semarang
sebagai Ibu Kota Provinsi, memiliki sarana dan prasarana yang
memadai,memiliki akses pada pergerakan internasional serta merupakan

salah satu kawasan pusat pengembangan



2)

3)

4)
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Potensi sumber daya alam yang melimpah meliputi: potensi tambang,
sumber air, potensi sektor pertanian dan kehutanan serta didukung oleh

sektor industri yang cukup maju.

Potensi sumber daya manusia yang cukup besar, jumlah penduduk + 5,8
juta jiwa atau 18% dari total populasi Jawa Tengah dengan penduduk
usiaproduktif rata-rata 69,7%. Sektor utama yang menjadi mata
pencaharian penduduk adalah Pertanian (32,9%), Perdagangan (22%) dan
Industri (15,9%).

Sektor-sektor yang memiliki peranan dalam memajukan perekonomian
dan menjadi sektor basis di Wilayah Kedungsepur meliputi: sektor
Pertanian yang menjadi sektor basis di Kabupaten Demak, Kabupaten
Kendal dan Kabupaten Grobogan; sektor Industri Pengolahan merupakan
sektor basis di Kota Semarang, Kabupaten Kota Semarang, Kabupaten
Kendal dan Kabupaten Semarang; sektor Pertambangan dan Penggalian
merupakan sektor basis di Kabupaten Grobogan, sector Listrik, Gas dan
Air Bersih merupakan sektor basis di Kota Semarang, Kota Salatiga,
Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal. Sektor Bangunan
merupakan sektor basis Kota Semarang dan Kabupaten Demak, sector
Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor basis Kabupaten
Semarang serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor
basis Kota Semarang dan Kota Salatiga.

Keterkaitan antar sektor ekonomi di Wilayah Kedungsepur secara umum

dapat dijelaskan sebagai berikut:



6)
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a. Sektor Industri merupakan sektor yang paling berperan karena
merupakan pemberi input bagi sektor-sektor lainnya. Selain itu sektor
Industri juga merupakan penyerap output terbesar dari sektor lain.

b. Sektor Pertanian dan Industri memiliki keterkaitan langsung ke depan
yang cukup besar, hal ini mengindikasikan terjadi potensi yang cukup
besar bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di
Wilayah Kedungsepur.

Sedangkan keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterkaitan antar daerah yang cukup kuat terjadi antara Kota Semarang,
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Keterkaitan  ini
didukung oleh adanya sektor basis yang menjadi sektor unggulan di
wilayah tersebut.

b. Keterkaitan antar daerah juga terjadi pada sektor basis Pertanian, yaitu
antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

c. Untuk mendorong terciptanya daya saing yang lebih besar di Wilayah
Kedungsepur, perlu dilakukan sinergitas keterkaitan antara daerah-
daerah yang berbasis Industri dengan daerah-daerah yang berbasis

Pertanian.

3. Mursid Juhri dkk (2011), judul: Evaluasi Kerjasama antar daerah

kabupaten / kota di Jawa Tengah

a.

Rumusan Masalah: (1) potensi apa yang dapat dikerjasamakan, (2)
Bagaimana model kerjasama antar daerah ?
Landasan Teori : teori sosial dan teori kerjasama

Metode : deskriptif evaluatif
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d. Hasil Penelitian: (1) a). kegiatan yang potensial dikerjasamakan di
kerjasama Barlingmascakeb meliputi : pariwisata, pertanian, perindustrian,
b) kawasan Subosukowonosatren, ketenagakerjaan, tata ruang, sumberdaya
alam dan lingkungan hidup, pembangunan sarana dan prasarana,
perhubungan, pariwisata, kependudukan dan masalah social, air bersih,
perindustrian, perdagangan, penelitian dan pengembangan IPTEK
sumberdaya manusia, kesehatan, pertanian dan pengairan , ¢) Kawasan
Saptamitrapantura:  pertanian,industry, perdagangan nasional dan
internasional, tataruang, transportasi, menejemen daerah aliran sungai,
mitigasi becana alam, air minum, persampahan. d) kawasan Kedungsepur
meliputi: tataruang dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
air baku, tataruang daerah aliran sungai, industry dan perdagangan |,
penambangan, terminal terpadu, kesehatan, pariwisata, pemukiman
perumahan, transportasi, kependudukan, ketenagakerjaan, masalah social
danpromosi bersama. e¢) Kawasan Wanarakuti : pembanguna waduk
randugunting, batas wilayah, pemanfaatan lahan bersama, perdagangan, f)
kawasan Banglor meliputi: pengairan ,peternakan, kelautan, pariwisata dan
transportasi udara, g) kawasan Purwomangun : pemanfatan pasar lelang

soropadan dan pariwisata.

4. Kartika Cahyani, ( 2010) judul: Model kerjasama Antar Daerah dalam
Mendukung otonomi Daerah di Derah Istimewa Jogyakarta

a. Rumusan masalah : Bagaimana model kerjasama antar daerah dalam

mendukung otonomi daerah di daerah istimewa Yogyakarta ? Apakah

kerjasama antar daerah di daerah istimewa Jogyakarta sesuai prinsip-prinsip

otonomi seluas-luasnya ?
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b. Metodologi : Deskriptif kualitatif.

c. Landasan teori; Desentralisasi, kerjasama

d. Hasil : Dari penelitian ini diperoleh beberapa alternatif model kerjasama yaitu
forum  koordinasi, forum koordinasi, monitoring dan evaluasi,
lembaga/organisasi kerjasama, badan usaha bersama. Sekretariat Bersama
Kartamantul merupakan suatu model kerjasama yang berbentuk forum yang
terdiri Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan

Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. Haris Faozan, judul: Menyikapi Isu Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah

Di Tengah Lompatan Kolaborasi Strategic Global: Sebuah Prognosa Awal.

a. Rumusan masalah : Bagaimana kerjasama antar daerah di tengah kolaborasi
stratejik global yang terus dikembangkan ? desain organisasi pemerintah
daerah dan problematika generiknya. ?

b. Landasan teori: Kooperasi, Otonomi daerah, Pelayanan publik

c. Metodologi: kualitatif

d. Hasil : Tampaknya Pemerintah masih merasa enggan melihat daerah daerah
saling membantu dan saling memberdayakan. Keengganan tersebut dapat
dilihat dari belum memadainya komitmen Pemerintah untuk segera
mewujudkan  kebijakan teknis mengenai kerjasama antar daerah.
operasionalisasi dan instrumentasi konsep kerjasama anta daerah tersebut

belum mampu diciptakan

6. Hardi Warsono .judul: Regionalisasi dan kerjasama antar daerah (studi
kasus dinamika kerjasama antar daerah
a. Rumusan masalah: 1) Bagaimana proses pembentukan region dan

perkembangan lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah ? 2) Faktor
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penentu yang mendorong dan menghambat terbentuknya proses pembentukan
dan perkembangan region di jawa tengah ? 3) Bagaimana format
kelembagaan kerjasama regional ke depan

Landasan teori: Teori : kerjasama antar daerah, Regionalisasi

Metodologi: kualitatif

. Hasil: Peta Regionalisasi dan Kerjasama Regional. Ada tiga (3) variasi dalam
regionalisasi dan kerjasama regional di Jawa Tengah, yakni : (i) regionalisasi
tanpa kerjasama dengan pendekatan keruangan, (ii) regionalisasi dan
kerjasama regional dengan pendekatan ekonomi (Regional Marketing) dan
(ii1) regionalisasi dan kerjasama regional dengan pendekatan koordinatif.
Samapi tahun 2009 kerjasama dengan pendekatan pelayanan publik masih
dalam tahap perintisan.

Regionalisasi keruangan didasarkan kebijakan provinsi (Perda Propinsi
Jawa Tengah nomor 21 Tahun 2003) yang menghasilkan 8 Kawasan Prioritas,
yakni Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukowonosraten, Banglor,
Wanarakuti, Kedungsapur, Tangkallangka, dan Bergas. Tiga ( 3 ) region
diantaranya berkembang menjadi kawasan kerjasama regional dengan
pembentukan lembaga kerjasama, yakni Barlingmascakeb,
Subosukowonosraten, dan Kedungsapur. ada 1 lembaga kerjasama yang
dibentuk tidak berdasarkan Perda Tata Ruang Provinsi, (seperti yang lainnya)
yakni Sapta Mitra Pantura (Sampan). Proses Pembentukan Region. ).
Regionalisai sentralistis yang diawali dengan kebijakan dari pemerintah lebih
atas, (Perda Tata Ruang), 2) Regionalisasi desentralistis yakni region yang

terbentuk tidak dengan diawali kebijakan pemerintah lebih atas.
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Ada beberapa faktor kunci berkembangnya regionalisasi tataruang
menjadi kerjasama regional,yakni:.

1. Adanya komunikasi lanjut untuk membentuk komitmen diantara

Kabupaten/kota yang tergabung dalamregionalisasi
2. Ada inisiasi dari pihak ketiga (Perguruan Tinggi, LSM dan
Bakorlin/Pemprov).
3. Adanya konsep manajemen regional yang akan dijadikan pijakan
kerjasama regional.
Format Kerjasama Regional Saat ini, ada tiga pola region dan
kerjasama regional yang saat ini terjadi di Jawa Tengah, yakni:

1) Keruangan tanpa kerjasama. Region ini memiliki karakter : tidak terjadi
komunikasi, hampir tidak terjadi kerjasama (kecuali koordinasi sektoral),
tidak ada lembaga kerjasama dan baru tahap identifikasi kebutuhan.
Kerjasama. Jenis region ini meliputi: Purwomanggung: Purworejo,
Wonosobo, Magelang dan Temanggung. 2. Bergas : Brebes, Tegal dan
Slawi 3.Tangkalangka : Batang, Pekalongan, Pemalang dan kajen , dan 4.
Banglor : Rembang dan Blora serta 5. Wanarakuti: Juwana, Jepara,
Kudus, dan Pati.

2) Kerjasama bersifat koordinatif: memiliki karakter: baru bersifat
Koordinatif meski telah tersusun visi belum menggunakan konsep
management regional, misi, Platform : sangat makro dan Intensitasitas
kegiatan rendah. Region ini terdiri dari : Kedungsepur: Kendal, Demak,
Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang dan Purwodadi

(Kabupaten Grobogan).
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3) Kerjasama dengan konsep manajemen regional. Region ini memiliki
karakter : Digerakkan visi, misi, Dilandasi Konsep Regional Marketing,
Intensitas kegiatan tinggi, dan telah Teridentifikasi kebutuhan kerjasama
pada pelayanan publik. Region ini terdiri dari: Barlingmascakeb:
Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen,
Subosukawonosraten: Surakarta, Boyolali, Kartasura, Karanganyar,
Wonogiri, Sragen dan Klaten dan Sampan: Kota Tegal, Kota Pekalongan,
Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten

Pemalang, dan Kabupaten Brebes.

7. Bekti Wahyu Utami Marcelinus Molo, Emi Widiyanti, judul penelitian:

Efektivitas Kelembagaan Dan Aliran Informasi Untuk Optimalisasi

Pengelolaan Lahan Surutan Bendungan Gajah Mungkurdi Kabupaten

Wonogiri.

1.

Rumusan masalah : Bagaimana efektivitas kelembagaan dan aliran informasi
untuk optimalisasi pengelolaan lahan surutan Bendungan Gajah Mungkur. ?
Landasan teori: Efektifitas kelembagaan

Metodelogi : tipe deskriptif kualitatif tanpa hipotesis

Hasil : Efektivitas kelembagaaan dilihat dari perwujudan konservasi di daerah
surutan. Ketentuan-ketentuan yang merefleksikan kelembagaan belum
sepenuhnya efektif. Ketentuan-ketentuan pengelolaan lahan surutan belum
sepenuhnya ditaati oleh para petani penyewa. Dimana penerapan kualitas
konservasi oleh petani penyewa di lahan surutan lahan surutan masih beragam
PPL hanya mempunyai otoritas di lahan berstatus hak milik. Demikian pula
petani penyewa yang jumlahnya lebih dari 9000 orang, tidak diorganisasi

secara formal dalam kelompok-kelompok tani. Hanya pengawas dari
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Kecamatan Giriwoyo mengorganisasi petani penyewa dalam kelompok-

kelompok dan insentif untuk ketua kelompok petani penyewa disediakan atas

inisiatif pengawas waduk setempat. Sikap masyarakat, termasuk sikap petani
penyewa terhadap para pengawas juga menjadi bahan diskusi
8. Sukaji Sarbi Unasman Polman. Judul: Pengembangan Sistem Pengelolaan

Sampah Di Kota Parepare.

a. Rumusan masalah: Bagaimana pengembangan system pengelolaan sampah di
kota Parepare ?

b. Landasan teori: teori system, perilaku, Powersim

c. Metodologi: kualitatif dengan model analisis

d. Hasil.

1) .Mekanisme kerja pengelolaan sampah Kota Parepare saat ini adalah sangat
sederhana jauh dengan cara memindahkan sampah yang tersebar pada TPS
dan diangkut ke lokasi TPA tanpa diolah (hanya menimbun). Mekanisme
pengelolaan sampah tersebut belum menyelesaikan permasalahan
pengelolaan sampah yang zero waste.

2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, hal ini
dibuktikan dengan masih terdapatnya sebagian anggota masyarakat yang
membuang sampah bukan pada tempatnya, dimana masyarakat belum
melakukan melakukan pengolahan sampah dengan 3 R (reduce, reuse dan
recycle) 3.Model pengelolaan sampah yang ideal di Kota Parepare adalah
pengelolaan sampah dengan pola 3R +1P, yaitu reduce, reuse dan recycle
yang dilakukan secara partisipatif berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Karakteristik 3R + 1P yakni reduse dengan melakukan pengurangan jumlah

sampah dengan menghindari penggunaan bungkus yang berlebihan, reuse
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dengan melakukan pemakaian kembali barang berdasarkan ide dan

penemuannya, recycle dengan melakukan daur ulang barang bekas

sehingga menjadi barang yang bermanfaat.

9. Sekar, Judul: Kerjasama Antar Daerah Dalam Sektor Persampahan Berbasis

Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI

Yogyakarta)

a. Rumusan masalah: Bagaimana kerjasama antardaerah dalam sektor

persampahan berbasis pembangunan berkelanjutandi Sekretariat Bersama

Karta-mantul, DI Yogyakarta ?

b. Landasan teori: teori kerjasama dan teori organisasi.

c. Metodologi: pendekatan penelitian kualitatif.

d. Hasil:

1)

2)

3)

Kerjasama antar daerah dalam sektor pengelolaan sampah untuk
memudahkan pemenuhan  kebutuhan perkembangan pembangunan
setiap daerah tanpa membebankan segala sesuatunya kepada satu pihak
saja.

pengelolaan sampah dalam meningkatkan kualitas lingkungan, namun
juga dapat memenuhi kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi
masyarakat yang sesuai dengan indikator pembangunan berkelanjutan.
Kerja sama antar daerah mengunakan pendekatan politik antar organisasi
atau politik jaringan ini bertujuan untuk memudahkan pemenuhan
kebutuhan perkembangan pembangunan setiap daerah tanpa

membebankan segala sesuatunya kepada satu pihak saja.
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4) Hubungan antar pemerintahan tersebut didukung dengan manajemen
antar pemerintahan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan kerja
sama antar daerah.

e. Saran:

1) Bentuk kerja sama antar daerah dalam sektor persampahan berbasis
pembangunan berkelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, di
Yogyakarta diharapkan terus meningkatkan kinerja antar daerah dengan
cara dilakukan peningkatan pertemuan rutin seperti rapat koordinasi,
mediasi, dan fasilitasi antar tiga daerah dalam bidang tanggung jawab,
lebih terbuka dan rutin memberikan laporan keuangan dalam bidang
pengelolaan keuangan, membagi secara adil dengan melihat kapasitas
kinerja staf yang ada sesuai dengan tersedianya sumber daya manusia
sesuai dengan kapasitas yang di butuhkan dalam bidang pembagian staf
dan peningkatan rapat evaluasi setiap program kegiatan yang telah berjalan
dan memberikan laporan pertanggun jawaban rutin agar pengawasan tetap
berjalan baik dan jika terjadi permasalahan dapat segera teratasi.

2) Program kerjasama antar daerah dalam sektor persampahan berbasis
pembangunan berkelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI
Yogyakarta pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengembangkan
sosialisasi dalam pengenalan program kerjasama untuk mendapatkan
dukungan dari masyarakat

10. Budianto Prasetio; Judul: Institutional Analysis Of Solid Waste
Management: Can Kartamantul Final Disposal Site Issues Be Solved By

Strengthening Joint Secretariat ?
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a. Rumusan masalah: "Apakah isu masalah lahan pengelolaan akhir sampah
Kartamantul dapat diselesaikan dengan memperkuat Sekretariat Bersama?

b. Landasan teori: teori kerjasama, kepemimpinan, teori administrasi.

c. Metodologi: deskriptif kualitatif

d. Hasil: untuk menyelesaikan masalah tempat pengelolaan akhir sampah
Kartamantul sesuai jadwal, diperlukan untuk memperkuat kelembagaan
Sekretariat Bersama. Sekretariat Bersama harus lebih memiliki wewenang,
anggaran, kepemimpinan untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan
akhir sampah di Kartamantul. Catatan kinerja masa lalu dari Sekretariat

Bersama Kartamantul terlampir sebagai acuan di akhir tulisan ini.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu di atas melakukan kajian kerjasama
antar daerah lebih banyak terfokus pada proses pembentukan kerjasama antar daerah,
model dan bentuk lembaga kerjasama antar daerah serta menemukan potensi yang
dapat dikerjasamakan, secara makro sama dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan, akan tetapi, beberapa hal yang membedakan dengan penelitian yang akan
peneliti lakukan peneliti tuangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No Penulis Rumusan Landasan Hipotesis Perbedaan dan
Masalah Teori P Persamaan
1 Wahyudi : | 1. Bagaimana 3.Teori 5. Tidak ada [6. Berbeda di
(2010) dukungan dan | kerjasama hipotesis beberapa
Tudul - hambatan  yang | 4. Metode: tujuan
udut- dihadapi  dalam | kualitatif penelitian,
Kajian Kerja kerja sama daerah landasan teori
Sama  Daerah pengelolaan  dan (penelitian ini
Dalam pengembangan menggunakan
Pengelolaan Kawasan Wisata teori:
Dan Dataran  Tinggi Manajemen
Pengembangan Dieng? Publik ), lokasi
Kawasan Wisata . penelitian
. .| 2. Bagaimana
Dataran Tinggi f
. ormat .
Dieng 7.Persamaan di
kelembagaan
. beberapa
dalam kerja sama .
tujuan
daerah
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pengelolaan  dan penelitian:
pengembangan menemukan
Kawasan Wisata format
Dataran  Tinggi kelembagaan
Dieng? pelayanan
public,
pendekatan
kualitatif, tidak
ada hipotesis.
Primasto  Ardi | Bagaimana 1. Teori Tidak ada | Berbeda di
Martono (2008) | keterkaitan antar | kerjasama, | hipotesis rumusan
Judul : | sektor ekonomi dan | teori masalah
Keterkaitan keterkaitan antar | pembangun penelitian,
Antar  Sektor | daerah mampu | an ekonomi landasan  teori
Ekonomi Dan | mendorong 2. Metode: (penelitian  ini
Antar  Daerah | tumbuhnya kualitatif menggunakan
Di Wilayah | kerjasama regional teori:
Kedung sepur di wilayah Manajemen
Kedungsepur. Publik ), lokasi
penelitian
Mursid Juhri | Kegiatan apa yang | 1.Teori 3. Tidak ada W¥.Perbedaan
dkk (2011), | dapat Sosial dan hipotesis. pada tujuan,
judul : | dikerjasamakan teori disamping
Kerjasama antar kerjasama mendeskripsi
daerah 2. Metode kan bagaimana
kabupaten/ kota Deskriptif kerjasama antar
diJawa Tengah Evaluatif daerah yang
selama ini
ada,juga untuk
menemukan
format
pengembangan
kelembagaan
regional
pelayanan
persampahan.
Persamaan:
Lokasi
penelitian, tidak
ada  hipotesis,
pendekatan
penelitian.
Kartika Cahyani, | 1. Bagaimana 3. Teori: 4. Tidak ada  |5. Perbedaan:
( 2010) judul : model kerjasama Desentrali hipotesis Penelitian
Model antar daerah sasi, yang akan
kerjasama Antar dalam kerjasama kami
Daerah  dalam mendukung lakukan
Mendukung otonomi daerah adalah
otonomi Daerah di daerah mencari
di Derah istimewa bentuk
Istimewa Yogyakarta ? pengembang
Jogyakarta 2. Apakah an modlelh
kerjasama antar yang tela .
. ada, lokasi,
daerah di daerah 4 .
. an tujuan
Istimewa enelitian
Jogyakarta p

sesuai prinsip-
prinsip otonomi

6. Persamaan :
tema
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seluas-luasnya ?

penelitian
hampir sama
antara

regionalisasi
dengan
kerjasama
antar daerah.
Haris  Faozan, [1. Tulisan ini 2. kerjasama , [3. Tidak 4. Perbedaan
judul bermaksud organisasi membangun tulisan ini
menyikapi  isu | membahas public, hipotesis hanya mencari
kelembagaan kelembagaan kejelasan
kerjasama antar | kerjasama  antar kelembagaan
daerah di tengah | daerah yang kerjasama
lompatan sampai saat ini antar daerah.
kolaborasi menyisakan
strategic global: | masalah pelik dan
sebuah prognosa | membutuhkan
awal jawaban konkrit di
tengah kolaborasi
stratejik global
yang terus
dikembangkan
Hardi 1. Bagaimana Teori Tidak ada Perbedaan
Warsono ,judul : proses kerjasama hipotesis desertasi ini
Regionalisasi pembentukan antar daerah, akan
dan  kerjasama region dan | Regionalisas meneliti ,model
antar daerah perkembangan i. pengembangan
(studi kasus lembaga kelembagaan
dinamika kerjasama pelayanan
kerjasama antar regional di Jawa sampah secara
daerah Tengah ? region, faktor
berdekatan  di | 2. Faktor penentu pendukung dan
jawa tengah ) yang mendorong penghambat
dan menghambat yang mau dicari
terbentuknya tidak pada
proses proses
pembentukan terbentuknya
dan kerjasama antar
perkembangan daerah, tetapi
region di jawa dukungan dan
tengah ? hambatan atas
3. Bagaimana pengembangan
format kelembagaan
kelembagaan pelayanan
kerjasama pengelolaan
regional ke sampah di jawa
depan ? tengah.
Desertasi ini
menggunakan
teordi,
manajemen

Publik,reformas
1 birokrasi.
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Bekti Wahyu | Bagaimana Landasan Metodelogi :t | Perbedaan
Utami efektivitas teori: ipe deskriptif | rumusan
Marcelinus kelembagaan  dan | Efektifitas kualitatif masalah  pada
Molo, Emi | aliran informasi | kelembagaa penelitian yang
Widiyanti, untuk  optimalisasi | n akan akan saya
judul penelitian : | pengelolaan  lahan lakuka akan
Efektivitas surutan Bendungan mencari model
Kelembagaan Gajah Mungkur. ? kelembagaan
Dan Aliran TPA  beserta
Informasi Untuk permasalahanny
Optimalisasi a yang
Pengelolaan kemudian juga
Lahan Surutan akan  mencari
Bendungan bagaimana
Gajah mengembangka
Mungkurdi n kelembagaan
Kabupaten tersebut.
Wonogiri.
Sukaji, Rumusan masalah : | Teori Kualitatif Perbedaan
Sarbi, Bagaimana system, tanpa hipotesis| dengan
Unasman, pengembangan perilaku, penelitian yang
Polman. Judul : | system pengelolaan | Powersim akan  peneliti
Pengembangan | sampah di  kota lakukan adalah
Sistem Parepare ? pada materi
Pengelolaan Landasan kajian, pada
Sampah Di | Metodelogi penelitian  ini
Kota Parepare. Kualitatif ~ dengan lebih pada
model analisis kajian  system
pengelolaan
sampah, akan
tetapi penelitian
yang akan
peneliti lakukan
adalah  lllebih
pada
kelembagaan
TPA
Sekar, Judul Rumusan masalah: | Landasan Pendekatan Perbedaan
Kerjasama Bagaimana teori:  teori | penelitian dengan
Antar  Daerah | kerjasama antar | kerjasama kualitatif, penelitian yang
Dalam  Sektor | daerah dalam sektor | dan teori | Tanpa akan  peneliti
Persampahan persampahan organisasi hipotesis lakukan adalah
Berbasis berbasis pada tujuan
Pembangunan pembangunan penelitian,
Berkelanjutan berkelanjutan di peneliti
(Studi di | Sekretariat Bersama terdahulu ingin
Sekretariat Karta-mantul, DI J
Bersama Yogyakarta? menemukan
2y
Kartamantul, DI permasalahan
Yogyakarta) apa saja yang
terjadi  dalam
terjasama antar
daerah yang
memiliki tujuan
makro yaitu
pada
peningkatan
kualitas

lingkungan,
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namun juga
dapat
memenuhi
kesejahteraan
sosial dan
peningkatan
ekonomi
masyarakat
yang sesuai
dengan
indikator
pembangunan
berkelanjutan.
Sedangkan
penelitian yang
akan  peneliti
lakukan  lebih
pada  mencari

model
pengembangan
kelembagaan
TPA
10 | Budianto Apakah isu masalah | Landasan Pendekatan Perbedaan
Prasetio; lahan  pengelolaan | teori: teori | penelitian dengan
Judul: akhir sampah | kerjasama kualitatif penelitian yang
Institutional Kartamantul  dapat | dan teori | tanpa peneliti lakukan
Analysis Of | diselesaikan dengan | organisasi hipotesis pada perumusan
Solid Waste | memperkuat penelitian,
Management: Sekretariat tujuan
Can Bersama? penelitian
Kartamantul sehingga hasil
Final Disposal penelitian yang
Site Issues Be peneliti lakukan
Solved By pun berbeda.
Strengthening
Joint
Secretariat?

Melihat tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang akan
peneliti lakukan jelas memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yakni:
lebih memfokuskan konsep kelembagaan kerjasama antar daerah dan akan menjawab
permasalahan bagaimana konsep kelembagaan kerjasama antar daerah berdasarkan
peraturan perundangan serta bagaimana pengembangan konsep kelembagaan yang
mudah diimplementasikan. Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep
kelembagaan kerjasama antar daerah disektor pengelolaan sampah. Hasil yang dapat

diperoleh dari pengembangan konsep kelembagaan adalah mekanisme kegiatan yang
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diatur peraturan perundangan secara sinergis (terkoordinasi) pada pembentukan

kerjasamaantar daerah.

Penelitian terdahulu banyak memberikan sumbangan pada pengembangan
menejemen dan strategi pengelolaan kerjasama, tetapi belum memberi sumbangan
pada penguatan dasar pembentukan kerjasama, sehingga ketika bentuk dasar dari
kerjasama masih rapuh maka pengembangan menejemen dan pengembangan strategi

tidak bisa di implementasikan secara optimal.

Diketemukannya konsep kelembagaan kerjasama dari dasar filosofi teori yang
benar akan membangun bentuk dasar lembaga kerjasama yang kuat, sehingga
pemilihan pengelolaan kerjasama yang sesuai dengan tujuan kerjasama tidak akan
mengalami  kesulitan, memberikan peluang pengembangan menejemen dan

pengembangan strategi lebih optimal.

Diketemukannya konsep dasar kelembagaan kerjasama, dapat digunakan
sebagai dasar merevisi buku pedoman pembentukan kelembagaan kerjasama TPA
Regional, sehingga menjadi pedoman yang mudah digunakan pemerintah provinsi

yang akan melakukan kerjasama TPA regional dengan pemerintah kabupaten/kota.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah dengan konsep kelembagaan yang
secara yuridis dipaksakan menggunakan model/pola structural hierarkis maka yang
terjadi konsep ini menjadi anti-tesis dari penyelenggaraan desentalisasi, yaitu ketika
urasan pemerintah sudah didesentralisasikan ke daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan
daerah memiliki kewenangan otonomi daerah dan pada saat pemerintah kabupaten
dan kota berkehendak melakukan kerjasama pengelolaan sampah ada perundangan
yang pengatur kerjasama tersebut pengelolaannya diambil alih pemerintah provinsi

sebagai wakil pemerintah pusat. Temuan penting yang kedua adalah, bahwa
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pengelolaan persampahan adalah urusan pemerintah yang tidak bisa diselenggarakan
dengan cara kerjasama atau sampah tidak bisa di kerjasama antar daerahkan,
bahwasannya jika dalam peraturan perundangan pengelolaan sampah regional
menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka pelaksanaanya menjadi tenggung
jawab pemerintah provinsi sepenuhnya tidak harus dengan jalan kerjasama apalagi
diatur bahwa pelaksana pengelolaannya adalah pemerintah provinsi sendiri, jelas ini

merupakan bentuk penyimpangan dari penyelenggaraan desentralisasi.

2.2. Orisinalitas dan kebaruan.
Keaslian dari desertasi ini terletak pada perbedaan-perbedaan dengan penelitian

terdahulu yakni pada:

1. Obyek kajian desertasi ini adalah lima wilayah penyelenggara kerjasama antar
daerah yang tidak berhasil membentuk lembaga kerjasama (kegagalan
terbentuknya lembaga kerjasama), pada beberapa penelitian terdahulu obyek
kajian pada kelembagaan kerjasama antar daerah yang sudah ada (sudah
terbentuk).

2. Fokus kajian desertasi ini adalah pada pengembangan konsep kelembagaan
kerjasama antar daerah yang ada dalam peraturan perundangan, sementara
penelitian lain fokus kajian kerjasama pada pengembangan material kerjasama.

3. Tujuan desertasi ini ingin menemukan elemen-elemen muatan pengaturan,
konsistensi pengaturan, membangun logika konseptual kelembagaan kerjasama
untuk memperbaiki kegagalan. Pada penelituan lain lebih pada penemuan
potensi yang dapat dikerjasamakan, menemukan format kerjasama pada
lembaga kerjasama, menemukan factor pendukung dan factor penghambat

pengembangan kerjasama.
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2.3. Teori yang Digunakan

2.3.1 Teori Kerjasama

Untuk memahami kerjasama perlu dikenali beberapa istilah yang sering
digunakan dalam konsep ini yaitu kerjasama dan kolaborasi yang keduanya
digunakan secara bergantian, nampak keduanya tidak menunjukkan perbedaan
dan kedalaman makna dari istilah tersebut, akan tetapi secara umum lebih dikenal

istilah kerjasama dari pada kolaborasi.

Sifat kerjasama sering ditafsirkan sebagai sukarela, tetapi bukan berarti
semaunya, karena kerjasama memiliki tujuan dan target tertentu yang harus
dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Karenanya, aspek-aspek yang
dikerjasamakan dituangkan dalam program resmi dengan manfaat yang dinikmati
bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama. Sementara itu, kerjasama
dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional
kerjasama dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa
orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama (2001;544). Jadi dalam

kerjasama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan.

Kolaborasi dapat dirunut pemahamannya dari Ann Marie Thomson (2006)
dalam tulisannya yang berjudul ”Collaboration Processes : Inside the Black Box™.
Dijelaskan bahwa ada sebuah konsep yang mirip dengan kerjasama tetapi
memiliki makna yang lebih dalam. Kooperasi, koordinasi dan kolaborasi berbeda
dalam hal tingkat kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitasnya.
Sebuah kerjasama (co-operation) yang menggabungkan 2 sifat, yakni saling
memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling menguntungkan akan
mengarah pada sebuah proses kolaborasi. Definisi ini menunjukkan adanya

tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam kolaborasi daripada
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kooperasi dan koordinasi. Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam
pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling
menguntungkan (mutualisme) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau
individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling berinteraksi melalui
negosiasi baik bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang
disepakati bersama dan rasa saling percaya. Walaupun hasil atau tujuan akhir dari
sebuah proses kolaborasi tersebut mungkin bersifat pribadi, tetapi tetap memiliki
hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok, Walaupun kooperasi dan
koordinasi mungkin dapat dilihat dalam awal sebuah proses kolaborasi, kolaborasi
merupakan perwujudan dari proses integrasi antar individu dalam jangka waktu
panjang melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek berbeda dari
suatu permasalahan. Kolaborasi mengeksplorasi perbedaan-perbedaan diantara
mereka secara konstruktif Mereka mencari solusi dan mengimplentasikannya
secara bersama-sama. Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi
melalui negosiasi baik secara formal maupun informal. Mereka bersama
menyusun struktur dan aturan pengelolaan hubungan antar mereka. Mereka
merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa
mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang
menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan.
Pengertian di atas merupakan definisi kolaborasi yang dikembangkan Thomson

dari Wood dan Gray (1991).

Dalam konsep kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur
dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur
dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu

obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan
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kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk
mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk
pemenuhan kepentingan masing- masing pihak tidak bisa dikatakan sebagai
sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan
harus ada keseimbangan (equity), artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi
kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam
interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria
kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi
seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi
pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan. (Pamudji, S, 1983, hal

12)

Kerja sama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kolaboratif
yang melibatkan subjek/pelaku (aktor) sektor publik untuk mencapai target
pelayanan dan atau pembangunan yang lebih baik. Dari perspektif para subjek
menurut Binjamin Abdulrahman terdapat dua pola terbentuknya kerjasama :

(LEKAD Vol I1.Edisi 2, tahun 2014)

2 G

1. Terbentuk berdasarkan prinsip “kesamaan kedudukan (equalitas)”, “saling
menguntungkan” di antara para subjek yang bekerja sama dan diikat
melalui “kesepakatan bersama” maka bentuk kerjasama diartikan berpola
equal kolaboratif. Secara garis besar hubungan kerja sama dengan pola
equal kolaboratif masing-masing subjek memiliki posisi yang setara dan
secara hukum kerja sama semacam ini bukan suatu keharusan maka ciri
dari kerja sama ini adalah berprinsip sukarela.

2. Dalam kerjasama model equal kolaboratif salah satu subyek menjadi

koordinator dan subyek yang lain menjadi subordinat, koordinator
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memiliki fungsi moderasi, fasilitasi, dan mediasi serta pembagi peran.
koordinasi pada pola ini bukan sebagai pimpinan dalam mengambil
kebijakan, namun sebagai interface untuk para subjek. Kebijakan strategis
yang disampaikan oleh koordinator merupakan hasil konsensus para
subjek. Koordinator dapat menjadi bagian atau terpilih dari subjek yang
bekerja sama berdasarkan konsensus dan atau dari unsur profesional.
Kewenangan pengambilan kebijakan oleh koordinator terbatas pada aspek
administratif pengelolaan kerja sama/kesekretariatan.

3. Terbentuk berdasarkan prinsip ketidak setaraan, para subyek memiliki
posisi pada hirarki yang berbeda, namun berdasarkan arahan imperatif dari
koordinator, maka kolaborasi dilakukan. Hubungan antar subjek dilakukan
melalui mekanisme direktif-koordinatif oleh koordinator yang sekaligus
berkedudukan sebagai pimpinan, proses pengambilan kebijakan strategis
tetap berada pada posisi koordinator. Pola ini diterapkan pada daerah
dengan permasalahan disparitas pelayanan dasar di suatu wilayah. Pola
kerjasama berdasarkan prinsip keridaksetaraan disebut dengan kerjasama
inequal kolaboratif. Kerjasama ini menjadi sebuah condicio sine quanon
karena alasan yang lebih prioritas dalam mencapai tujuan bersama
pembangunan, maka kerjasama di antara pihak yang terkait pada pola ini

menjadi wajib.

2.2.2 Teori Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar pemerintah Daerah (intergovernmental cooperation),
didefinisikan sebagai ‘“an arrangement between two or more governments for

accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem”
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(Patterson, 2008 hal 126 ). Dalam definisi ini tersirat adanya kepentingan bersama
yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama, pengaturan ini bersifat
pengaturan bersama (joint), yang berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan
pengaturan sendiri (internal daerah). Kerjasama memiliki tujuan dan target
tertentu yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Karenanya,
aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam program resmi dengan
manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama.
Sementara itu, kerjasama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan
Departemen Pendidikan Nasional kerjasama dimaknai sebagai kegiatan atau usaha
yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama
(2001;544). Jadi dalam kerjasama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan

pencapaian tujuan.

Beberapa teori yang melatar belakangi terbentuknya Kerjasama Antar Daerah

dijelaskan dibawah ini:

2.2.2.a Teori Model Kemitraan Antar Pemerintah Daerah

Ada dua model hubungan antar pemerintahan lokal, yaitu model persaingan
antar pemerintahan lokal (interjurisdictional competition) dan model regionalisme
(regionalism) ; Olberding (2002, hal: 94). Model persaingan mengasumsikan
bahwa antar pemerintahan lokal bersaing untuk memberikan layanan yang prima
kepada penduduk dan pengusahanya. Menurut model persaingan, beberapa kota
menghasilkan layanan publik dengan biaya yang murah, sedangkan lainnya tidak.
Penduduk dan pengusaha yang tinggal di kota dengan pelayanan yang prima tidak
terdorong untuk keluar dari kota tersebut. Sebaliknya, mereka yang tinggal di kota-

kota yang tidak dapat memuaskan pelayanan publiknya cenderung untuk
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bermigrasi kekota-kota lain. Karena persaingan antar pemerintah kota untuk
menghasilkan out-comes yang paling efisien, maka penduduk dan pengusaha akan
memilih tinggal di kota-kota yang pelayanan publik dan tarif pajaknya paling
cocok dengan preferensi mereka. Bahkan dapat dimungkinkan pula terjadinya
pembentukan kota-kota baru akibat buruknya pelayanan. Untuk menghidari
permasalaha  tersebut muncul kesadaran untuk bermitra dalam memberikan
pelayanan. Berbeda dengan model kompetisi, model regionalisme menyatakan
bahwa kerjasama antar pemerintahan lokal dapat tercipta jika mereka mengakui
rasa saling tergantung (interdependency) dan bertindak dalam koridor yang
terkoordinasi. Para teoritisi administrasi publik tradisional menyatakan bahwa
beberapa pemerintahan kota yang bekerjasama menghasilkan skala ekonomi yang
menguntungkan, perlakuan warga negara yang lebih adil, dan peluang-peluang
yang lebih besar untuk mengatasi beberapa persoalan penting (Lyons,1992
hal: 204-205). Model regionalisme mengasumsikan bahwa setiap
pemerintahan lokal memiliki keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan maupun sumberdaya
sosial. Oleh karena itu, agar pemerintah lokal dapat berkembang maka

antar pemerintah lokal diharapkan dapat saling bekerjasama.

2.2.2.b Teori Regionalisasi
Regionalisasi terbentuk dari kata dasar region dan kemudian menjadi regional
sebagai kata sifat yang berarti kewilayahan. Kata regional diartikan sebagai sifat
kewilayahan yang melibatkan beberapa area administratif, baik sebagian ataupun
menyeluruh, dan imbuhan-isasi (pada kata regionalisasi) menunjukkan suatu
proses pembentukannya. Dengan demikian, regionalisasi secara umum dapat

diartika sebagai proses terbentuknya suatu region yang terdiri dari beberapa daerah
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administratif dan secara keruangan memiliki relevansi/keterkaitan geografis
(Abdurahman, 2009). Dari pengertian ini terlihat bahwa region adalah hasil dari
sebuah proses regionalisasi. Proses yang tidak hanya menitikberatkan aspek teknis
kewilayahan namun juga mempertimbangkan aspek batasan administratif (politik-
administratif). Abdurahman (2009), membedakan antara istilah wilayah dengan
region. Istilah wilayah dipergunakan untuk menyebut sebuah batasan ruang
geografis tanpa batasan yang pasti, seperti wilayah budaya, wilayah tandus,
wilayah iklim tropis, dan seterusnya. Sedangkan istilah region dipergunakan untuk
menyebut ruang geografis yang menunjukkan keterlibatan ruang (spatial)
beberapa daerah administratif, baik sebagian maupun menyeluruh. Mengacu pada
istilah di atas, maka pengertian regionalisasi di Indonesia dapat diartikan sebagai
proses pembentukan region yang melibatkan beberapa daerah otonom, khususnya
kabupaten/kota, baik di dalam satu provinsi maupun antar provinsi. Di Indonesia,
hasil regionalisasi yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan pewilayahan sangat
dipengaruhi oleh penggunaan paradigma yang mendominasi pembentukannya.
Ada dua paradigma yang biasa digunakan dalam melakukan proses regionalisasi,
yaitu paradigma sentralistik dan desentralistik. Pada paradigma sentralistik,
regionalisasi digambarkan sebagai proses terbentuknya suatu pewilayahan yang
terdiri dari beberapa daerah administratif yang memiliki relevansi pada aspek
geografis atas perintah (ex mandato) struktur hirarkis yang berwenang. Proses
regionalisasi pola sentralistik disebut regionalisasi-sentralistik atau sruktural-
administratif. Hasil dari regionalisasi sentralistik ini adalah terbentuknya daerah-
daerah eks karesidenan di Pulau Jawa, provinsi, kota dan kabupaten. Sedangkan
regionalisasi dengan paradigma desentralistik dapat diartikan sebagai proses

pewilayahan yang ditandai dengan platform kerja sama oleh para aktor regional
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antara daerah otonom yang bertetangga (memiliki relevansi keruangan)
berdasarkan kebersamaan dan kepentingan pembangunan tertentu serta atas dasar

kehendak sendiri (ex mera motu).

Proses regionalisasi dari pola desentralistik biasa disebut regionalisasi-
desentralistik atau nonstruktural-administratif., implementasi dari proses
regionalisasi desentralistik biasanya lebih bersifat kompleks jika dibandingkan
dengan regionalisasi sentralistik, karena pada pelaksanaannya dibutuhkan adanya
komitmen politik dan kesepakatan-kesepakatan dari para aktor regional (kepala
daerah) dalam memadukan potensi daerah dan pengaruh kekuatan dari luar. Tabel
berikut menjelaskan perbedaan proses regionalisasi sentralistik dengan proses
regionalisasi desentralistik.

Tabel 2.2 Perbedaan Proses Regionalisasi Sentralistik dan Desentralistik

Proses Teknis PENDEKATAN KEWILAYAHAN
(Pendekatan,Homogenitas,Fungsionalitas,danPerencanaan dsb)
Produk TEKNIS PERWILAYAHAN
Proses Politik Regionalisasi Sentralistik Regionalisasi Desentralistik
(ex mandato) (ex mera motu)
Proses Adm. Regionalisasi Struktural Regionalisasi Non-Struktural
(hirarkhis) (jejaring)
Produk Regiondalam Konteks Hirarkis Regiondalam Konteks Jejaring
(PEWILAYAHAN) (REGION)
Eks-Karesidenan di BARLINGMASCAKEB,
JawaKawasan Khusus
Contoh o Subosukawonosraten,Sampan, RM Lake
Bentukan Provinsi .
Toba, Aksess,Jonjokbatur, Kaukus Setara
danKabupaten/Kota baru Kuat, Janghiangbong, dsb
sesuai UU.32 Tahun 2004 Hah Jangiiangbons, asiya.

Sumber : Abdurahman 2009

Regionalisasi sentralistik sebagai produk dari pewilayahan, implementasinya
relatif mudah dan sederhana karena dalam proses pengambilan keputusannya tidak
menitikberatkan pertimbangan pada aspek keterlibatan daerah terkait. Dengan
kewenangnan yang bersifat direktif-koordinatif, lembaga pemerintahan yang lebih

tinggi memiliki kewenangan utama dalam pembentukan regionalisasi sentralistik.
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Kewenangan tersebut dapat berupa pembuatan kebijakan berupa produk hukum,
seperti peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Sementara koordinasi pelaksanaan dari peraturan tersebut dilakukan secara direktif
(bersifat struktural-hirarkhis) oleh lembaga pemerintah yang lebih tinggi sedangkan
lembaga pemerintah yang lebih rendah hanya bersifat afirmatif (Abdurahman,

2009).

Pada regionalisasi desentralistik, pelaksanaannya lebih bersifat kompleks.
Karena pembentukannya berasal dari inisiatif lokal, maka sejak dari mulai ide
pembentukan, perencanaan sampai implementasinya sangat dibutuhkan adanya

peran serta dari masing-masing pemerintah lokal.

Tujuan dari pembentukan regionalisasi desentralistk adalah  untuk
mengoptimalkan hasil pembangunan wilayah dengan cara lebih mengoptimalkan
potensi sumberdaya lokal masing-masing, maka keberhasilannya sangat
ditentukan oleh adanya kesediaan, komitmen, dan konsensus bersama antar
pemimpin daerah otonom yang terlibat. Diantara mereka harus dibangun
komunikasi yang mutualistik melalui asas musyawarah secara terus menerus.
Kendala biasanya akan muncul ketika terjadi pergantian kepala daerah. Karena
mereka tidak terlibat dalam proses pembentukan kerjasama sejak awal biasanya
komitmennya terhadap keberlangsungan kerja sama tersebut tidak sekuat pejabat

yang digantikannnya.

2.2.2.c Teori Tindakan Kolektif
Teori ini mengupas mengenai aktivitas berbagai kelompok kepentingan
(interest group) dalam mengelola sumberdaya bersama (common
risources). Teori ini dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi

munculnya penunggang bebas (free-riders) dalam pengelolaan
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sumberdaya bersama, digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang
bersingggungan dengan masalah pengelolaan sumberdaya bersama.
Dimasa lalu, penyelesaiaan atas solusi ini dilakukan dengan cara
memformulasikan dan menegakkan hak kepemilikan (property right).
Tetapi dalam studi yang lebih baru, kesepakatan kelembagaan lokal (local
institutional arrangements), dapat dipakai untuk mengatasi persoalan

pengelolaan sumberdaya secara efisien (Yustika, 2008 hal 57).

Menurut Olson dalam Yustika (2008, hal 58) determinan penting bagi
keberhasilan suatu tindakan kolektif adalah ukuran (size)) homogenitas
(homogeneity) dan tujuan kelompok (porpuse of the groups). Menurut Olson suatu
tindakan kolektif akan bekerja secara optimum tergantung pada ketiga determinan
tersebut. Secara hipotetik, semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan
maka akan semakin sulit bagi kelompok tersebut menegosiasikan kepentingan
diantara anggota kelompok, demikian sebaliknya. Artinya kelompok yang
dibangun dengan ukuran yang kecil akan bekerja lebih efektif. Keragaman anggota
kelompok juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas tindakan kolektif. Semakin
beragam kepentingan anggota kelompok maka akan semakin sulit
memformulasikan kesepakatan bersama karena masing-masing anggota membawa
kepentingannya sendiri-sendiri, demikian juga sebaliknya. Jadi homogenitas
kepentingan akan memudahkan kerja suatu kelompok. Tujuan kelompok juga
berpengaruh terhadap efektivitas tindakan kolektif. Tujuan kelompok harus dibuat
secara fokus dengan memperhatikan kepentingan semua anggota. Tujuan
kelompok yang luas, disamping kabur juga akan memecah kesatuan antar anggota

sehingga dukungan terhadap tindakan kolektif menjadi lemah. Dari beberapa
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tindakan kolektif yang dilakukan, terdapat beberapa situasi yang membutuhkan

tindakan kolektif untuk menyelesaikan persoalan (Heckarthorn, 1993 hal 149).

“Pertama, sistem untuk mengelola sumberdaya bersama (common-
pool resources), seperti perikanan, sumberdaya air yang dikelola
melalui sistem irigasi atau padang rumput. Kedua, sistem untuk
mengontrol perilaku controlling behavior), misal norma-norma
sosial yang melarang eksploitasi atau perilaku merusak. Ketiga,
perubahan-perubahan sosial semacam revolusi atau perubahan
perlahan dalam kebijakan publik. Ketiga situasi tersebut
mempersyaratkan adanya tindakan kolektif agar kegiatan
pemanfaatan sumberdaya dapat dilakukan secara efektif dan
efisien.”

Dari pendapat di atas sekurangnya menyumbangkan tiga karakteristik
esensial mengapa suatu tindakan kolektif perlu dilakukan. Pertama,
tindakan kolektif diperlukan apabila suatu kelompok memproduksi barang
dan jasa secara bersama. Kedua, produksi memberikan laba kepada semua
anggota, sehingga tidak mungkin mengeluarkan anggota yang gagal
berkontribusi dalam aktivitas produksi. Ketiga, adanya produksi dalam
barang-barang publik yang menyertakan biaya. Ketika ketiga kondisi
tersebut terpenuhi, anggota kelompok akan bertemu dengan problem
penunggang bebas (free-riders problem), yaitu mereka yang tidak
berkontribusi terhadap beban biaya dari tindakan kolektif tetapi masih
menerima benefitnya. Fakta yang tidak mungkin disanggah, setiap

aktivitas ekonomi selalu berpotensi menyumbangkan penunggang bebas

sehingga suatu tindakan kolektif dibutuhkan untuk mengatasinya.

Atas pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
kerjasama antar daerah lebih dimaknai sebagai kegiatan kolektif yang

memiliki unsur ukuran, homogenitas dan tujuan bersama yang mendorong
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dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama

atau memecahkan masalah secara bersama-sama.

2.2.3 Teori Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama perlu dibentuk kelembagaan

sebagai interpertasi pihak yang melaksanakan kerjasama, terdapat beberapa

macam pengertian mengenai kelembagaan, diantaranya yaitu:

1.

“Kelembagaan sebagai sebuah peraturan dalam sebuah permainan
dalam masyarakat, atau lebih khusus sebagai sistem tata nilai yang
membatasi hubungan antar manusia. Jadi kelembagaan berfungsi
untuk mengatur hubungan dan interaksi antara komponen-komponen
yang ada dalam masyarakat dalam peri kehidupannya” (North, 1990
hal 241).

Menurut Syahyuti (2007 hal 37), “kelembagaan adalah sekumpulan
jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu,
memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki
struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang
melembaga (non formal institution), atau dapat berupa lembaga
dengan struktur dan badan hukum (formal institution).

Menurut Jack Knight (1992, hal 96), “kelembagaan adalah
serangkaian peraturan yang membangun struktur interkasi dalam
sebuah komunitas. ”

Dari beberapa pengertian kelembagaan di atas, kelembagaan adalah

aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota

masyarakat sebagai sesuatu yang harus diitkuti dan dipatuhi (memiliki

kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian

interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud

terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.

Berdasarkan atas bentuknya (tertulis/tidak tertulis) North (1990) membagi

kelembagaan menjadi dua: informal dan formal. Kelembagaan informal

adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak

tertulis. Adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya
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dengan beragam nama dan sebutan dikelompokan sebagai kelembagaan
informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti
perundang-undangan, kesepakatan (agreements), perjanjian kontrak,
peraturan bidang ekonomi, bisniss, politik dan lain-lain. Kesepakatan-
kesepakatn yang berlaku baik pada level international, nasional, regional

maupun lokal termasuk ke dalam kelembagaan formal.

Kelembagaan lokal area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu
kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal); kategori
sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta
(organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu
lembaga garis (line organization, military organization); lembaga garis dan
staf (line and staff organization); lembaga fungsi (functional organization).

Bulkis, Manajemen Pembangunan, (Universitas Hasanudin, Makasar), hal: 16.

Berdasarkan penjelasan Nort, Sahyuti dan Jack di atas unsur kelembagaan
terdiri dari aturan main (regulasi) dan lembaga dengan struktur dan badan
hukum (formal institution). Kelembagaan yang merupakan regulasi adalah
berupa peraturan sebagai sistem tata nilai berfungsi untuk mengatur
hubungan dan interaksi antara komponen-komponen yang ada dalam
masyarakat dalam peri kehidupannya. Sedangkan kelembagaan yang
merupakan organisasi adalah lembaga dengan struktur dan badan hukum

(formal institution).

Dengan memperhatikan definisi kelembagaan di atas maka kelembagaan
kerjasama antar daerah dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan antara
organisasi dan regulasi yang melandasi seluruh aktifitas kerjasama antar

daerah.
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2.2.3.a Tingkatan Kelembagaan

Kelembagaan sebagai norma atau tata aturan yang berlaku untuk
mengatur pola interaksi manusia pada dasarnya memiliki empat tingkatan,
yaitu kelembagaan pada: (1) level masyarakat (social); (2) level kelembagaan
formal( formal institutional environment); (3) level tata kelola (governance);
dan (4) perubahan bersifat kontinu (Williamson, 2000). Kelembagaan pada
level masyarakat adalah kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu
dalam sebuah masyarakat (Social Embeddedness) seperti norma, kebiasaan,
tradisi, hukum adat, dll. Level kelembagaan formal adalah kelembagaan yang
kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja seperti perundang-undangan
(konstitusi) yang dibuat oleh lembaga legislatif/pemerintah. Kelembagaan
yang terjadi pada level governance (tatakelola) yaitu serangkaian peraturan
(Rule Of The Game) dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata
kelola (Governance Structure), lengkap dengan tatacara penegakan,
pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game tersebut.
Kelembagaan pada level keempat berlangsung kontinu (sepanjang waktu)
mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumberdaya dan tenaga
kerja. Dengan kata lain, kelembagaan berubah mengikuti perubahan harga
input produksi, perubahan input produski menyebabkan perubahan
kelembagaan (Hidayat, 2007). Dibawah ini disajikan beberapa teori

perubahan kelambagaan :

2.2.3.b Teori Perubahan Kelembagaan
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Pada dasarnya kelembagaan bersifat selalu berubah. Perubahan dapat
terjadi pada setiap level. Tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Ia akan
selalu berubah menuju tatanan kelembagaan (institutional arrangement ) yang
lebih efisien (Hidayat, 2007). Schlueter dan Hanisch (1999) mengklasifikasi
teori perubahan kelembagaan berdasarkan efisiensi ekonomi dan teori
distribusi  konflik (Distributional Conflict Theory). Teori perubahan
kelembagaan berbasiskan efisiensi ekonomi memiliki tiga arus pemikiran
utama. Arus pemikiran pertama disampaikan oleh Friedrich Hayek, ekonom
terkemuka Austria dan pendukung utama ekonomi neo klasik. Menurut
Hayek, perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak disengaja, namun
merupakan hasil dari tindakan yang disengaja (Hayek, 1968 dalam Hidayat,
2007). Artinya bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat tidak akan
membuat sebuah lembaga/aturan bila tidak ada dorongan yang menuntut
aturan tersebut harus ada, yang dimaksud Hayek, “perubahan kelembagaan
bersifat spontan” adalah bahwa lahirnya dorongan untuk menciptakan atau
merubah kelembagaan bersifat spontan. Sedangkan aktifitas membuat atau
mewujudkan kelembagaannya bersifat disengaja. Sebagai contoh, pembuatan
peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sumberdaya air tanah
merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya perda
tersebut bersifat spontan sebagai respons terhadap situasi yang berkembang

(Hidayat, 2007).

Arus pemikiran kedua tentang teori perubahan kelembagaan berdasarkan
atas efisiensi ekonomi disampaikan antara lain oleh Posner (1992) dalam
Hidayat, (2007). Menurut Posner, sebuah lembaga/aturan berubah karena

adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan (property rights). Artinya,
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seseorang atau anggota masyarakat terdorong membuat sebuah aturan tujuan
utamanya adalah untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang
datang dari luar. Adland tenure system (sistem kepemilikan lahan) dalam
masyarakat ada bertujuan agar hak-hak lahan terdistribusi diantara anggota
masyarakat adat tersebut dan mereka memiliki kepastian mengenai hal
tersebut. Pemikiran ketiga perubahan ekonomi kelembagaan berdasarkan atas
efisiensi ekonomi antara lain disampaikan oleh Oliver Williamson (2000)
dalam Hidayat (2007). Menurutnya, lembaga/aturan akan terus berubah
dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi (fransaction cost ).
Perubahan biaya informasi, penegakan hukum, perubahan harga, teknologi
dan lain-lain mempengaruhi insentif/motivasi seseorang dalam berinteraksi
dengan pihak lain. Hal ini akan berpengaruh pada perubahan kelembagaan
(North, 1990). Perubahan harga relatif faktor produksi akan mendorong pihak
yang terlibat dalam transaksi melakukan negosiasi untuk mencapai
kesepakatan-kesepakatan baru. Perubahan kesepakatan atau kontraktual akan
sangat sulit tanpa perubahan aturan main. Oleh karena itu, North menegaskan,

perubahan harga membawa pada perubahan aturan main (Hidayat, 2007).

Selain itu, kelembagaan juga tidak resisten terhadap perubahan selera atau
kesukaan anggota masyarakat/aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah
komunitas. Perubahan tersebut, sebagaimana diyakini North (1990), akan
mengancam existensi kelembagaan yang ada. Jika para aktor merasakan
bahwa kelembagaan yang berlaku sudah tidak relevan lagi dengan
perkembangan atau kondisi lingkungan yang ada, maka ia akan berusaha
melakukan perubahan kelembagaan agar lebih akomodatif terhadap

lingkungan yang baru. Kehilangan nilai budaya,norma, tradisi dan lain-lain
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dari sebuah komunitas merupakan contoh perubahan kelembagaan karena
adanya perubahan kondisi lingkungan, baik karena pengaruh eksternal sosial
ekonomi komunitas tersebut maupun karena faktor internal. Sebagai contoh,
permintaan pasar ikan karang yang tinggi dengan harga yang sangat bagus
merupakan insentif bagi nelayan untuk menangkap ikan sebanyak mungkin.
Karena itu, larangan menangkap ikan karang sebagaimana berlaku di
beberapa kawasan konservasi laut dianggap oleh para nelayan sebagai faktor
penghambat mencari keuntungan ekonomi. Sehingga, nelayan akan berusaha
mengubah, mencabut atau mengabaikan larangan tersebut. Pencabutan atau
perubahan sebagian dari aturan tersebut merupakan bentuk perubahan

kelembagaan (Hidayat, 2007).

Teori kedua yang menjelaskan perubahan kelembagaan adalah
distributional conflic theory. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap
aktor dalam sebuah arena (komunitas) memiliki perbedaan kepentingan dan
kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Setiap aktor
yang terlibat konflik akan berusaha mencari solusi atas konflik tersebut
dengan memanfaatkan kekuatan (power) yang ia miliki dengan jalan
mengubah aturan main yang berlaku (Hidayat, 2007). Aktor yang dapat
mengendalikan power atau memiliki power lebih baik, misalnya karena
menguasai informasi, akses politik, modal, dan lain-lain, akan mengendalikan
proses perubahan tersebut agar berpihak pada kepentingannya (Knight, 1992).
Perubahan kelembagaan tersebut bukan untuk memuaskan semua pihak atau
untuk mencapai kepentingan kolektif melainkan untuk kepentingan mereka
yang punya kekuatan. Proses perubahan tersebut bisa disengaja atau bisa pula

sebagai konsekuensi dari strategi mencari keuntungan dari aktor-aktor yang
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bermain. Oleh karena itu, sering ditemukannya tarik menarik dalam proses
pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap
aktor yang bermain. Mereka tidak peduli apakah kelembagaan baru tersebut
akan lebih efisien atau tidak, terpenting adalah bagaimana agar aturan main

yang baru tersebut dapat menguntungkan kelompoknya (Knight, 1992).

Knight (1992) mendefinisikan power sebagai kekuatan untuk
mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan kepentingannya.
Untuk menggambarkan power, Hidayat (2007) mengemukakan dengan
ilustrasi, jika “A”lebih powerful dari pada “B”, maka “A” akan mampu
memaksa “B” mengadopsi aturan main yang ide utamanya berasal dari “A”
atau dibuat oleh “A”. Dalam hal ini, pada awalnya “A” tidak memikirkan
kepentingan “B” meskipun pada akhirnya bisa jadi aturan baru tersebut juga
menguntungkan “B”. Dalam hal ini, ketaatan kelompok B atas kelembagaan
baru bukan karena mereka setuju dengan isinya, atau menguntungkannya,
melainkan karena mereka tidak mampu membuat yang lebih menguntungkan
baginya. Kondisi ini akan terus berlangsung selama power resources tidak

terdistribusi secara merata atau asymmetric power condition.

2.2.3.c Kelembagaan Kerjasama Antar daerah

Kelembagaan kerjasama antar daerah terbentuk dari serangkaian
peraturan (rule of the game) dalam sebuah komunitas yang membentuk
struktur tata kelola (governance structure), lengkap dengan tatacara

penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game tersebut.

Menurut Djogo dalam Hidayat (2007, 43- 49) terdapat beberapa aspek

kelembagaan kerjasama yang dapat digunakan untuk menggabarkan
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bagaimana tata kelola kelembagaan tersebut, yakni dari; format kerjasama,
pengelolaan kerjasama, struktur organisasi, kerangka regulasi, dan sumber
pendanaan. Penjelasan masing-masing aspek berada di bawah ini sebagai

berikut:

A. Format Kerjasama
Aspek kelembagaan kerjasama yang pertama adalah bagaimana
bentuk- bentuk kerjasama antar daerah yang paling ideal untuk dipilih
agar efektivitas dari lembaga kerjasama tersebut dapat tercapai. Ada
beberapa alternatif bentuk kerjasama yang dapat dipilih sebagai dasar
bagi pengembangan kerjasama antar daerah yakni: Lembaga kerjasama,
Forum koordinasi, forum koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Badan

Usaha.

B. Pengelolaan Kerjasama

Agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif pilihan pola
pengelolaan perlu diperhatikan, pilihan pola pengelolaan kerjasama
biasanya juga sangat dipengaruhi oleh pilihan bentuk-bentuk kerjasama
sebagaimana diuraikan di atas yaitu lembaga kerjasama , forum
koordinasi, forum koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Badan Usaha.
Secara umum pengelolaan kerjasama antar daerah terbagi dalam dua
pola yaitu pengelolaan profesional dan pengelolaan terintegrasi dengan

pemerintah daerah.

a. Pengelolaan oleh Profesional (Privat Sector)
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Pada pengelolaan profesional, pengelolaan lembaga kerjasama
diserahkan kepada kelompok profesional yang direkrut secara

khusus untuk mengelola aktivitas kerjasama.

b. Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah ( Public Sector)
Pengelolaan kerjasama dengan menggunakan model ini yaitu
pengelolaan kerjasama antar daerah yang sepenuhnya melekat

dalam unit-unit SKPD tanpa melibatkan kalangan profesional.

C. Struktur Organisasi
Menurut Brinton Milward dan Keith G. Provan (2003), setidaknya
ada dua model struktur organisasi yang dominan dalam pengembangan

kerjasama antar daerah yaitu (Sukmajati, Kurniadi dan Ruhyanto, (2007):

a. Organisasi berbasis pada Hierarki
Model ini mendasarkan pada teori intra organisasi
(intraorganizational theory ) Karakter yang dimiliki oleh
model ini adalah pola hubungan yang bersifat hirarkis antar
anggota. Proses pembuatan keputusan bersifat fop-down dan
tidak melibatkan anggota. Sedangkan relasi antar anggota

bersifat otoritatif

b. Organisasi berbasis pada Networks
Model ini berbasis pada network antar anggota. Kerjasama
antar daerah yang berbasis network lebih didasarkan pada
inter-relasi yng dilakukan oleh daerah, yang masing-masing
daerah bersifat bebas dan mandiri untuk melakukan relasi satu

sama lain.
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D. Kerangka Regulasi

Aspek kelembagaan kerjasama antar daerah yang keempat adalah
kerangka regulasi. Keberhasilan lembaga kerjasama antar daerah juga
sangat ditentukan oleh kerangka regulasi yang membentuk terjadinya
kerjasama tersebut. Legitimasi suatu kerjasama antar daerah tidak hanya
ditunjukkan dari berfungsinya lembaga kerjasama tersebut, namun juga
harus dijamin dalam kerangka regulasi yang mewadahinya sehingga dapat
menjamin dan mendorong bekerjanya bentuk-bentuk kerjasama antar
daerah. Disamping itu, kerjasama antar daerah tanpa adanya kerangka
regulasi yang jelas akan dapat menimbulkan konfilik dan kesalahpahaman
antar angggotanya. Ada beberapa alternatif pilihan kerangka regulasi
yang dapat digunakan dalam melakukan kerjasama antar daerah

diantaranya melalui (Ruhyanto dan Hanif, 2007):

Perjanjian, menyangkut pada materi yang merupakan hal yang sangat
prinsip yang memerlukan pengesahan/ratifikasi. Menurut Rosen (1993)
dalam Irawan Derajad 2010; kerangka regulasi kerjasama antar daerah

dalam bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi lima yaitu:

1. Handshake Agreements, yaitu pengaturan kerja yang tidak
didasarkan atas perjanjian tertulis

2. Written Agreements, yaitu pengaturan kerjasama yang
didasarkan atas perjanjian tertulis.

3. Persetujuan, Cakupan materi yang diatur dalam jenis peraturan
semacam ini lebih sempit dari perjanjian. Sifat persetujuan

biasanya menyangkut hal-hal yang teknis.
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4. Deklarasi, merupakan perjanjian-perjanjian yang berisi
ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak bersepakat untuk
melakukan kebijakan-kebijakan tertentu dimasa mendatang.

5. Memorandum of Understanding (MoU), regulasi ini merupakan
bentuk perjanjian yang umumnya mengatur pelaksanaan suatu
perjanjian induk.

Kerangka regulasi sebagai bentuk pengaturan legal formal bagi
kerjasamaantar daerah bisa menjadi sangat kontraproduktif dengan
semangat networking yang dibangun dalam forum kerjasama antar
daerah. Karena semakin formal pengaturan kerjasama antar daerah, maka
derajat nmetwork-nya menjadi makin lemah. Apabila mengacu pada
hipotesis ini maka kerangka regulasi dalam bentuk handshake agreements
menjadi pilihan tepat untuk diterapkan. Namun, Keban (2010)
menganggap bahwa kerangka regulasi handshake agreements merupakan
bentuk regulasi yang banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman
(misunderstanding), karena kesepakatan dibuat tidak dengan cara ditulis
sehingga potensi pengingkaran terhadap kesepakatan tersebut menjadi
sangat tinggi. Atas dasar hal tersebut, perjanjian tertulis (written
agreements) menjadi pilihan alternatif sebagai kerangka regulasi bagi
kerjasama antar daerah. Perjanjian tertulis dibutuhkan untuk melakukan
program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit
pelayanan bersama. Hal-hal yang harus dituangkan dalam perjanjian
tertulis ini meliputi kondisi untuk melakukan kerjasama dan penarikan
diri, sharing biaya, lokasi, pemeliharaan, jadwal, operasi dan aturan

kepemilikan sumberdaya bersama, dan cara pemecahan konflik.
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E. Sumber Pendanaan
Aspek kelembagaan kerjasama antar daerah yang ke lima adalah
terkait dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan sangat penting
peranannya, tidak hanya berkait dengan keberlangsungan lembaga
kerjasama antar daerah, tetapi juga bisa berimplikasi pada pergeseran
fungsi dari lembaga kerjasama. Ada beberapa alternatif sumber
pendanaan kerjasama antar daerah yang dapat digali diantaranya

(Sukmajati, Kurniadi dan Ruhyanto, 2007 hal 68):

Mengandalkan Iuran dari Anggota
Mengandalkan Bantuan Pemerintah
Mengandalkan Bantuan Lembaga Donor.
Mengandalkan Bantuan Sponsor
Mengandalkan Pelanggan

A NS

2.4. Critical review

Melihat sepuluh penelitian terdahulu tentang kerjasama antar daerah,
menunjukkan bahwa kerjasama antar daerah masih mengahadapi permasalahan
yang mendasar, hal ini dapat peneliti temukan pada rumusan masalah dari
keseluruhan penelitian di atas; terdapat satu penelitian yang ingin mengetahui
proses terbentuknya kerjasama antar daerah, factor penghambatnya serta masih
ingin menemukan format kerjasama antar daerah, terdapat tiga penelitian yang
masih mempermasalahkan format kerjasama yang belum jelas, juga satu
penelitian mempermasalahkan Apakah kerjasama antar daerah sesuai prinsip-
prinsip otonomi seluas-luasnya, juga ada penelitian yang ingin menemukan
kegiatan yang dapat di kerjasama antar daerahkan, ada yang bermaksud
membahas kelembagaan kerjasama antar daerah yang sampai saat ini menyisakan

masalah pelik dan membutuhkan jawaban konkrit di tengah kolaborasi stratejik.
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Dari permasalahan-permasalahan penelitian di atas jika di urutkan mulai dari
proses, bentuk atau format yang masih dipertanyakan, kegiatan yang
dikerjasamakan juga masih dipertanyakan, adanya keinginan membahas
permasalahan yang dihadapi kerjasama antar daerah serta mempermasalahkan
efektifitas kerjasama antar daerah. Jelas merupakan permasalah yang sangat
mendasar dimulai dari tahap awal (proses terbentuknya), tahap operasional
(menghadapi permasalahan) sampai dengan tahap evaluasi (efektifitas) kerjasama
antar daerah, keseluruhan penelitian ini menunjukkan kerapuhan kerjasama antar

daerah yang ada.

Ketika dalam peraturan perundangan ada kerjasama yang wajib sifatnya maka
sebenarnya tidak ada satu daerahpun yang tidak melakukan kerjasama antar
daerah, akan tetapi melihat kerapuhan kerjasama maka ini menandakan adanya
ajakan pemerintah kepada daerah masuk dalam permasalahan berkepanjangan.
Untuk mengurai permasalahan kerapuhan kerjasama antar daerah maka harus ada
pemikiran lain bahwa jika pemerintah mewajibkan daerah bekerjasama apakan
pemerintah sudah memberikan pengaturan dan pedoman yang jelas untuk

pelaksanaannya.

Penggunaan teori-teori kerjasama akan dapat menganalisa bagaimana
sebenarnya kerjasama antardaerah itu, dengan pendekatan dari teori equal-
kolaboratif dan Inequal kolaboratif maka akan dapat diketahui bagaimana
kerjasama yang wajib dan kerjasama yang sukarela sehingga pemerintah pada
saat mewajibkan daerah melakukan kerjasama maka dasar hukum yang

mewajibkan kerjasama dapat berlandaskan pada teori tersebut.

Kelebihan pendekatan teori di atas disamping dapat menemukan konsep

kerjasama wajib dan sukarela juga sekaligus secara otomatis membarikan
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gambaran struktur organisasi kerjasama, sehingga akan memberikan gambaran
format kerjasama yang jelas antara kerjasama wajib dengan kerjasama sukarela.
Teori ini disamping memberikan konsep format kerjasama wajib dan sukarela
juga memberikan konsekuensi pada tatakelola kerjasama baik yang wajib maupun

yang sukarela.

Teori yang kedua adalah teori Kerjasama antar daerah, terdapat tiga teori yang
digunakan sebagai dasar analisa dari kebutuhan daerah serta syaratnya untuk
melakukan kerjasama: yakni teori model kemitraan, teori Regionalisasi, dan teori
tindakan kolektif.

Catatan atas teori yang pertama dengan mengadopsi pendapatnya Olberding
tentang kebermitraan pemerintah local didasari adanya persaingan dalam
memberikan layanan yang prima kepada penduduk dan pengusahanya,
nampaknya teori ini tidak cukup untuk membahas kemunculan kerjasama antar
pemerintah daerah. Akan tetapi yang menjadi hal penting dari teori ini adalah
adanya pengakuan keterbatasan sumberdaya dari masing-masing daerah yang
dimungkinkan akan merupakan pendorong terkuat terbentuknya kerjasama antar
daerah.

Pendekatan Teori kerjasama antar daerah yang kedua adalah teori
regionalisasi yang disampaikan oleh Abdurahman bahwa kerjasama antar daerah
dapat terbentuk dengan adanya keterlibatan ruang (spatial) beberapa daerah
administratif, khususnya kabupaten/kota, baik didalam satu provinsi maupun antar
provinsi yang dipengaruhi oleh paradigma sentralistik dan paradigma desentralistik.
Dominasi paradigma sentralistik akan membentuk sebuah kerjasama yang sruktural-
administratif. Sedangkan paradigma desentralistik ditandai dengan platform kerja sama

oleh para aktor regional antara daerah otonom yang bertetangga atas dasar kehendak
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sendiri (ex mera motu). Pendekatan teori ini memperkuat teori yang pertama dari kunci
terbentuknya kerjasama berdasarkan pengaturan pemerintah dan kehendak sendiri dari
pemerintah local.

Pendekatan Teori kerjasama antar daerah yang ketiga adalah teori tindakan
kolektif. Teori ini dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi persoalan
pengelolaan sumberdaya secara efisien Menurut Olson suatu tindakan kolektif
akan bekerja secara optimum tergantung pada ketiga hal yakni ukuran,
heterogeitas serta tujuan kelompok. Teori ini akan mendukung pada dua teori di
awal dalam rangka menganalisa kerjasama antar daerah

Dari penjelasan ketiga teori di atas pada akhirnya akan dapat diketemukan
syarat untuk melakukan kerjasama, sektor apa saja yang dapat dikerjasamakan,
serta factor dominan dalam kerjasama, sehingga ketika ada pengaturan daerah
wajib melakukan kerjasama, akan dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah
mana saja sebetulnya yang dapat menjadi subyek dalam kerjasama wayjib.

Teori berikutnya adalah teori kelembagaan, teori ini menunjukkan bahwa
kelembagaan dapat memperkuat kerjasama antar daerah, pendekatan yang
digunakan teori ini adalah kerjasama tidak hanya dilihat sebagai kemauan untuk
melakukan aktifitas bersama dari pemerintah daerah berdasarkan atas kemauan
sendiri ataupun atas perintah dari peraturan perundangan, akan tetapi teori ini
memberikan penjelasan bahwa kerjasama antar daerah perlu memiliki format
pengelolaan yang jelas, dengan penjelasan pada variable kerjasama antar daerah.

Ada lima variabel kerjasama antar daerah yakni variabel lembaga kerjasama,
variabel pengelolaan, variabel structur organisasi, variabel kerangka regulasi dan
variabel sumber pendanaan kerjasama. Teori kelembagaan akan memperkuat

dalam menelaah permasalahan kerjasama antar daerah mulai dari tahapan
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persiapan sampai dengan tahapan penutupan kerjasama dengan mengkaji pada
ketepatan memilih ataupun menentukan variable kerjasama.

Dengan teori ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan pengetahuan
tentang orientasi kebijakan kerjasama antar daerah yang ada serta permasalahan
kelembagaan kerjasama antar daerah yang diakibatkan dari pengaturan kebijakan
yang menaunginya serta harapan atas perubahan orientasi kebijakan yang
semestinya dapat dilakukan.

Telaahan kelembagaan didahului dengan positioning konsep kelembagaan,
dengan mendeskripsikan berdasarkan penjelasan dari Nort, Sahyuti dan Jack atas
unsur kelembagaan terdiri dari aturan main (regulasi) dan lembaga dengan
struktur dan badan hukum (formal institution). Dengan demikian kelembagaan
kerjasama antar daerah dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan antara organisasi
dan regulasi yang melandasi seluruh aktifitas kerjasama antar daerah.

Dari kasus kerjasama antar daerah yang dikaji dalam penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa format kelembagaan kerjasama antar daerah masih menjadi
nominasi untuk dilakukan kajian dapat diartikan bahwa kerjasama yang ada
masih mengalami kegagalan dalam pembentukan kelembagaan.

Melalui teori perubahan kelembagaan peneliti menawarkan pendekatan
bagaimana strategi mengarahkan pada pembentukan konsep kelembagaan
kerjasama antar daerah yang lebih implementatif terutama untuk kerjasama antar

daerah yang bersifat wajib.



